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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ijin dan

rahmat-Nya, Laporan Reviu SOP ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini

meruoakan salah satu bentuk komitmeen Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Makassar dalam mendukung pembangunan kesehatan, serta sebagai bentuk

pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi

tersef enggaranya Good Govemment.

Laporan Reviu SOP secara berkala KKP Kelas I Makassar ini cukup penting dan

diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai percepatan waktu pelayanan serta

efisiensi dan efektivitas SOP yang ada di KKP Kelas I Makassar. Sangat disadari

bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan reviu SOP waKu layanan

seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang reviu waktu pelayanan publik

yang aoa.

Berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran KKP Kelas I Makassar baik

fungsional lain dan personil manajerial maka pelayanan publik yang ada dapat

terlaksana dengan baik. Semoga layanan publik yang ada di KKP Kelas I Makassar

dapat terlaksana lebih baik lagi dan tepat sasaran sehingga nantinya dapat bermanfaat

bagi sefruh masyarakat dan stakeholders.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada

semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun.

Makassar, Agustus 2020
Kepala Kantor,

Wuqnv'
or.ffi#iffiI-ofrlMEpia
NtP 1 9691 1 252002121 003
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BAB I PEITIDAHULUAil

1.1 Latar BelaKang

Untuk mewuiudkan Reformasi Birokrasi dan good govemance (pemerintahan yang

baik) dipertukan sistsn p€rnerintahan yang eiBktif dan efisien dalam kaitan dengan

plaksanaan tugas dan fungsi aparaiur Negara sehingga diharapkan dapat

membedkan dampak pada penurunan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme,

pelaksanaan anggaran yang tebih baik, program-program pembangunan

masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

meningkat. Sehingga pertu untuk menetapkan Peta proses bisnis dan SOP (Standar

Operasional Prosedur) sebagai acuan untuk PelayananPublik.

Untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efsien, dan menjamin kelancaran, serta

transparansi penyelesaian suatu ienis kegiatan pelayanan intemal dan ekstemal unit

organisasi di tingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, pertu

menyusun standar operasional prosedur. Pengertian SOP adalah serangkaian

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

aktivitas yang dilakukan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makasar,

bagaimana dan k€pan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan SoP

merupakan standar yang diiadikan acuan datam proses penyelesaian setiap iudul

kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu' penyusunan dan penetapan SOP

merupakan suafu keharusan dan perlu dilakukan evaluasi minimal satu tahun sekali

untukperbaikan.

Pelaksanaan reviu SOP harus dilakukan secaE terus menerus dipantau sehingga

proses penerapannya dapat berialan de-ngan baik. Masuk€n-masukan dalam setiaP

upaya reviu SOP akan menjadi bahan yang b€rharga dalam percepatan dan evaluasi

sehingga penyempumaan-Penyempurnaan lsrhadap SOP dapat dilakukan secera

cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan

memastikan kineria pelaksanaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang



tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidedifikasi permasalahafl yang

mungkin timbul, dan men€nfukan cara unluk meningkatkan hasilpenerapan atau

menyediakan dukungan tambahan.

Untuk ihJ, s€bagai instansi penyelenggEra pelayanan publik diperlld€n adanya

peningkahl kuatitas petaFnan g$lik di tir€ktingan Kanb[ Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Makassar dengan melakukan reviu SOP secara be*ala.

1 .2 Tujuan

Tujuan dilakukan reviu SOP adalah

1. Melakukan perbaikan layanan publik keoadapengguna;

2. Mempercepat pelayanan public kepedapengguna;

3. Memudahkan pengguna dalam mengakses pelayanan publik yangada;

4. Menghasilkan inovasi baru untuk kepuasan pelayanan kepadapengguna;

5. Mengurangi tjngkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

pegawai dalam metaksanakantugasi

6. Meningkatkan efisiensi dan efeKivitas pelaksanaan tugasdan tanggungiawab;

7. Meningkalkan akuntabilitas pelaksanaantugas;

8. Menciptakan ukuran standar kineria untuk memperbaiki kinerja serla

membantu mengevaluasi usaha yang telahdilakukan;

9. Memaatikan getaksanaan tugas peny€lengg3raan pemerintahan dapat

berlangsung dalam berbagabituasi;

lo.Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu,

waktu danprosedur;

11. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar

pe(ayanan, seAingga sekaligus dapat rnsmb6rikan informaei bagi kineria

pelayanan.
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